BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Mcnimbang  : a. bahwa dalem upaya lebih melindungi ketertiban umum,
menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayvanan
kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan
di luar ruang yang scsuai dengan estetika, serasi dengan
lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki
fungsi sosial bagi masyarakat;

b. babhwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
penalaan terhadap reklame, perlu mengatur ketentuan
mengenai penvelenggaraan izin reklame;

¢. bahwa berdasarkan perlimbangan scbagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menctapkan Peraturan Dacrah tentang Izin
Reklame;

Mengingat : l.Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820];

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran HNcgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

5. Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor ©1, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4846);



6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun QODQ tentang Pelayanan
, P'l-lbiik_ {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(_}9 Nomor
112. Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor

5038 ),

7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P_ajak Daergh
.dzm Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lernbarat Negara
Republik indoncsia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrint?han
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20]:4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {(Lemnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang FPembagian
Urusan Pemnerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
di Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861);

12. Peraturan Presiden Nomeor 97 Tahun 2014 fentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221};

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pecdoman Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintw;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 teniang
Pembentukan Produk Hukum Daerah { Berita Negara Republik
Indonesia Tahiun 2014 Nomor 32 J;

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
2013 tentanyg Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupatenn Barito Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambshan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2014 tenrang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
{Lernbaran Dacrah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor

3, Tambghan Lembaran Daerah Kabupaten Bariun Sclatan
Nomor 3 );



Menetapkan

2014 tentan

17. Peraturan Bupali Banfto Selatan Nomot 26 Tah;fia iﬂ}\]gmm 1%

" Perubahan Atas Peraturan Bupat Banm_ Se;ﬂ }usan 5

tahun 2009 tentang Pelinpahan Kewenangall n};;gll:l o
penandatanganan lzin Tempat Usaha dan lzin Reklame

~ = 3 "
Dacrah Kabupaten Barite Selatan Tahun 2014 Nomor 26 1;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan
BUPATI BARITC SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG 1ZIN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Nalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daecrah adalah Kabupaten Barilo Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penvelenggara  pemerintahan daerah  yang  memimpin
pelaksanaan wrusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah otonom.

B

3. Bupali adalah Bupati Barilo Sclatan.

4. Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewun Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

5. Kepala Badan adalah Kcpala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Peranghkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
vangmenurut  bentul, corak, ragamnya untuk  tujuan
komersial dipergunaksn untuk memperkenalkan,
menganjurkan, atau memuyjikan suuatu barang, jasa atau orang,
ataupun untuk menarik perhatian uymum  kepada suatu
barang, jasa atau orang vang ditempatkan atau dapat dilihat,
dibaca, dan/alau didengar dari suatu tempart Gimum.

&. lzin Reklame Tetap adalah izin reklame vang masa berlakunya
paling sedikit 1 {satu) Tahun;



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

21.

22.

izin Reklame Insidenti! adalah izin rcklame yang dipasang atau
disebarkan unluk jangka walktu kurang dari 1 (satu) Tahun,

Penyelenggara reklame adalah  orang atau badan yang
menyelcnggarakan reklame baik untuk dsm{ atas namanya
sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan
dan/atau ditempatkan.

Perletakan reklame adalah tempat terteniu dimana Ltk
reklame ditempatkan baik didalam maupun diluar ruangan.

Pola penyebaran pelctakan rekiame adalah pela yang dijadikan
acuan dan arahan untuk peletakan reklame.

Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang
dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang
pemaniaalannya untuk kepentingan umum.

Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang
kota vang status kepemilikannya perseorengan atau badan
yang pemanfaafennya sesuai dengan peruntukan yang
ditetapkan dalam rencana kota.

Di atas bangunan adalah titik reklame yang dilempatkan di
atas bangunean /gedung.

Menempel pada bangunan/bangun bangunan adalah ttik
rekiame yvang menempel/menvatu  pada bangunan,baik
mempergunakan kontruksi maupun tidak.

.Halaman adalah bagian ruang terbuka vang terdapat dalam

persit.

.Bahu jelan/berm adalah batlas antara perkerasan jalan dengan

saluran dan/atau pagar halaman.

.Median adalah suama  pemisah  fisik  jalur lalu lintas

yvangberfungsi untuk menghilangkan konflik lala lintas dan
argh  vang Dberlawanan, schingga pada gilirannya akan
meninpkatkan keselamatan lalu lintas.

Tinggi reklame adaish jarak antara ambang paling bawah
bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang
atap datar/plat bcton dan sejenisnya yang memenuhi
kelayakan kontruksl tempat kedudukan peletakan kontruksi
reklame.

Ketinggiun Reklame adalah jarak antara ambang paling atas
bidang reklame dari permukaan lunah rata-rata atau bideng
atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi
kelavakan kontruksi reklame.



23.

24,

295.

26.

28,

29,

30.

31.

32.

Panggung Reklame adalah sarana atau ter_npat pemasangn‘t;
satu alau beberapa bidang reklame yang di_murrdeﬂganl bal

dalam suati komposisi yang estetis, baik dari segl kepentingan
penyelenggara, masvaralkat yang melithat maupl:%n
keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beseria

lingkungan sekitarnya.

Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat
RTBR adalah gambar rencana tcknis bangun bangunan
reklame, megatron, videotron, light emitting djodfls dan papan
atau billboard lermasuk jenis reklame lawnya vang
pemasangannya memerlukan kontruksi dan menjelaskan
identitas rcklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran,
hentuk, ketinggian, estetika, danserasi dengan linglkungan
sekitarnya.

Rcklame Papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari
papan kayu, colibrite, vynil, termasuk scng atau bzhan lain
vang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang
digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm,
median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPG)
dan titik Iokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode
(LEDJadalah reklame vyang ienggunakan layar monitor
berupaprogram reklame atau iklan bersinar dengan gambar
dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah,
terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

. Reklame Layar adalah reklame yvang diselenggarakan dengan

menggunakan bahan kain, termasuk kertas,plastil, karet atau
bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti baliho, umbui-
umbul, dan spanduk.

Reklame Mclckat {Sticker) adalah reklame yang berbenmuk
lembaran lepas, diselenggarkan dengan cara disebarkan,
diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekaikan,
dipasang, digantungkan pada sualu benda.

Reklame Selebaran adalah reklame vang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberiken atau
dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

Reklame berjalan/Kendaraan adalah reklame yvang ditempelkan
pada kendaraan.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara
dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.

Reklame Slhde alsu Reklame Fillm adalah reklame yvang
diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa keca
atau film, atau hahsen bahan lain yang diproyeksikan dan/atau
diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan
dun /atau dipcragakan melalui pesawat televisi.
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. Reklame Poragasli adulah

. Reklame

reidame  vang diselenggarakan
dengan cara memperagakan suatu barang dengan ataut tmnpd

diserial suara.

Teks Berjalan adalah jemis  tekiame  yang
menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.

5. Reklame Grafit (Graffity adalah reklame yang berupa tulisan

atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan,
dengan menggunakan cat.

Reklame Mural adalah reklame yang berupa gamb'c_lr atau
lukisan seperti lokasi tertentu yahg dibuat pada dinding dan
atau pada bagan lain dari bangunan, baik bangunan
kepemilikan pribadi, badan hukuwm maupun kumersil, dengan
menggunalkan cal.

Rreklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan

mengounakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu
penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design
khusus dengan mengedepankan  aspek catetika  scria
terinteprasi dengan lingkyngannya sebagal ascsoris kota

Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat
di tempatkan untuk peletakan titik reklame.

BAB I
JENIS REKLAME

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame dibedakan menuruat jenis, ukuran,
konstruksi, kelas jalan dan nilai sirategis lokasi.

Penyelenggaraan reklame memirut jenis adalah:
a, Reklame papan atau bilboard, megairon, vicdleotron dan light
emilting dicde (LED);
. Reklame layar;
Reklame melekat, (Sticker, graffity dan muralj;
. Re¥klame selebaran/ brosur;
. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;
. Rekiame film/slide;
. Reklame running text;
Reklame neon box.
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tenyelenggaraan reklame menurut uiuaran adaiah:
meler X 2 mcter;

meter X 4 meter;

meter X 5 meter;

meter X 6 meter;

meter x 8 moter;

meter X 10 meter;
an ukuran lainnya.

b.
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(1) Penyelenggaraan reklame menurut konstruks: adalah

a. Knnsiruksi berat, uniik rekisme jenis megatron, Videoiron,
light emitting diode (LED), billboard, bando jalan dan
jembatan penyeberangan orang (JPO), terdiri dari :

1. Kaki tunggal adalah sarana rcklame yang sistem kaki



konstruksinyva hanya satu tang;

| P

2. Kaki ganda adalah sarana reklame yaing sistern  Ka
konstruksinya terdiri atas dua tiang;

3. Rangka adalah sarana reklame yang sistern  kaki
konstruksinya berbentuk rangka dengan

mempertimbanglean eetetikar dan

fa

. Mcnempel adalah sarana reklame yang konstruksinys

menvatuy pada bagian bangunan dengan memakai
konsiruksi-kenstruksi tambahan yang menyatu dengan

konstruksi bangunan tersebut.

b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame diluar sehagaimana

dimaksud pada huruf a

(5] Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:
a. Jalan arferi primer {Jalan Nasional);
b. Jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi),
. Jalan kolektor [Jalan Kota/Kabupaten];
d. Jalan lokal/lingkungan,

i) Penyelenggaraan reklame berdasarkan Nilai Stralegis
{NSLj adalah :
a. Nilai Guia Lahan, terdin atas :
I. Kawasan Hijau, Taman Kota (termnasuk bundaran).
Kawasan perdagangan dan jasa.
Eawasan pernukiman.
Kawasan pariwisata, olahiraga dan rekreasi.
Jembatan penyeherangun.
Kawasan pemeriniahan dan perkantoran.
Hawasan peadidikan,
&. Kawasan kesehatan.
9. Kawasan industn.
14, Kawasan lainnva;

SO A Lk

b. Nilai Sudut Pandang, terdin atas :
Sudut pandang 5 arah.
Sudut pandang 4 arah,
Sudut pandang 3 arah.
Sudut pandang 2 arah.
5. Sudut pandang 1 arah;

bR e

Lokasi

¢, Nilax ketingglan rekiame, adalah penyelenggaraan reklame

vang dinilai dari ketinggian reklame,

BAB 111
IZIN REELAME

Bagian Kesatu
Pemberian Izic

Pasal 2

(1) Setiap penvelenggaraan reklame wajib mendapat izin tertubs
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/pejabat yang mendapat
pelimpahan kewenanpgen pengurusan dan penandatangan izin

reklame,



(2]

(3)

()

(1)

(2)

{3

()

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan rekiame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, penyelenggara veklame harus
mecngajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk/pejabatl yang mendapat pelimpahan
wewenangan pengurusan dan penandatangan izin reklame,
dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesual Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

lzin reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame

atau jasa periklanan/hiro reklame apabila :

a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2};

b. Membayar pajak reklame secara lunas .

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayal
{1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu

a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
semata-mata hanya memual nama atau  informasi
pemermtah/ penyuluhan;

b Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan,
warta bulanan dan media interneat;

¢. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat
pendidikan, sarana olahraga, panti asuban, yayasan
sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 2 (dua)
meter;

d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang
atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan
dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan
ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 [satu} meter; dan

e. Label / merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagengkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnva.

Pasal 4

Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, ditetaplan 1{satu) tahun.

Sedap penyelenggara reklame terpasang wajib memuat jangka
waktu herakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat {I).

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat vang ditunjul.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan
reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perpanjangan Izin

Pasal 5

Setap permohonan perpanjangan izin  penyelenggaraan

peiabat yang ditunjuk selaku penerhbit izin.



(2)

{1)

(2}

Permohonan perpanjangan izin diaj ukan paling lambat 30 {tiga
puluh) hari sebelum habis masa berlaku izn.

Bagian Ketiga
Pembataian dan Pencabutan Izin

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pagsal 5, dapat dibatalkan
apabila : .

a. Terdapat perubahan kebljakan Pemcrintah Dacrah; dan

b Atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dicabut

apabila:

a Pada reklame terdapat perubahan antara lain ulcuran,
konstruksi, penyajian dan pesan schingge tidak sesual lag
dengan izin yang telah diterbitkan;

b. Berdasarkan pertimbangan Bupati metalui SKPD terkait dan
tim teknis lernyata pada saal penyelenggaraan reklame tidak
sesuai lagi dengan syarat-syarat fentang norma, keagamaan,
keindahan, kesopanan, Ketertiban umum, kesehatan,
kesusilaan, keamanan dan lingkungan;

c. Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam
keadaan baik, schingga dapat mengganggu keindahan dan
keselamatan masyarakat; dan

d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimakud pada ayat (1]
huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak
dapat dimintakan kembali.

BAE IV
PERENCANAAN

Bagian Hesatn
Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 7

Setiap penyebaran perietakan reklame harus memperhatikan
keamanan, keselamatan, kenyamanan masvarakal, estetika,
keserasian hangunan dan lingkungan serta scsual dengan
rencana tata kata.

{2) Pnla penyebaran perleiakan rcklame didasarkan pada kawasan

{zoning) terdici dari:

a. Kawasan Penyeclenggaraan Reklame:

1. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakler/ciri
tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur
bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan
kepiatan reklame dengan menempel dibagian  depan
bangunan;



o Kawasan Selektil adalah kawasan yang dipcr‘s::u;-lehkan
diselenggarakan kegiatan dan tiik rekiame tt':l"fj"ill’{i vang
meliputi  lokasi  bersejarah, lokasi konservasi d.an
preservasi, lokasi lain  vang dipgrijmbzu?gkan dan
ditetapkan berdasarkan rekomendasi Tirm Teknis;

3 Kawasan Urmum, yaitu kawasan yang dzpaz‘bﬂ{ehkan
disclenpgarakon  kegiatan  dan ik reklame i uar
Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif;

b, Kawasan Tanpa Reklame {Kawasan Bebas) adalah kawasan
vang tidak diperbolchkan diselenggarakan kegiatan rekiame
yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan,
:ccmpat pendidikan, tempat-tompat ibadah, rumsh sakit,
taman koia,

. Dikecualikan scbagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah
reklame vang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan,
serta reklame vang tidak berhubungan dengan identitas
bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman,
bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Bobas
yang berbatasan dengan kawasan lainnya.

)

(3) Ketentuan lebih lamul mengenai rincian pela penyebaran
perietakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat {2 duatur
dengan Peraturan Bupali.

Bagian Kedua
Perletakan Reklame

Pasal &

{1} Perlelakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), dirinei menjadi titik-Litik reklame.

{2} Tiuk-otik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat
ditempatkan pada kawasan selekrif dan uimum terdiri dari :
. Tiuk-ttik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
b. Tititle-titik reklame di Juar sarana dan prasarana lota.

{3) Titik-titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota
schagaimana di maksud pada ayat {2} huruf a, adalah titik
reklaime yang ditempatkan pada:
a.Bahu jalan/berm jalan, median jalan, jembatan dan ialan

layang;
k. Shelter;
. Jembatan penyvebrungan orang (JPO),
d. Bando jalan,
e. Pos jaga polisi;
{. Jam Kota;
g. Terminal dan Pangkalan Angkutaii;
h. Gelanggang /Gedung Olah Raga;
i. Pasar;
J- Disekitar Bundaran

{4} Titik-titlk di lvar sarana dan prasarana kota scbagaimana
- dimaksud pada avat (2} hurufl b, adalah titik reklame yang
ditempatkan pada:
a. Mencmpel pada bangunan, menggantung pada bangunan
dan/atau dipancang di atas bangunan;
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b. Dihalaman; .

c. Toiruas jalan dan jembatan di wilayah Daerah;

d. Di kendaraan dan ruang udara; . | _

e. Di tempat/ruang yang telah disediakan oieh Pemerintah
Daerah; dan _

f  Melekat/menyatu pada dinding/tembok danjatau atap

bangunan perseorangan.

(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan fitik-titik reklame
sebagaimana dimaksud pada avat (2}, diatur dalam Peraturan
Bupati.

(6) Pemanfaatan titik-tink reklame dengan ukuran lebih dan/atau
sama dengan 32 m? {tiga puluh dua meter persegl) pada sarana
dan prasarana kota dikenakan nilai strategis penyclenggaraan
rcklaune tambahan,

(7} Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun sejak diterbitkan izin penyclengaraan reklame dan
dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8] Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran ritik-titike
reklame strategis, ukuran perhitungan besaran nilai strategis
penyelenggaraan reklame tambahan, serta tata cara
pemanfaatan kembali titik reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (2} dan diatur dengan Peraturan Bupati.

[9) Pemanfastan Litk rcklame diluar sarana dan prasarana kota
diatur dengan Peraturan Bupati.

(10)Setelah  berakhirnya masa pemanfaatan titlk reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dapat diperpanjang
icembali sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Ketiga
Rancang Bangun Reklame

Pasal U

(1} Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang
bangun reklame yang meliputi aspek keindahan, kKeagamaan,
kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan
dalam menentukan ukuran  {dimensi), konstruksi, dan
penyajian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tekmis rancang bangun
reklame sebagaimana dimalksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan Dupati.

BAB VYV
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 10

{1} Penyelenggara reklame adalah:
4. Pernilik reklame f produk;
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(2)

(3}

(4}

(2)

{3)

b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Pemilik reklame/produk scbagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a, adalah orang pribadi  atau badan wvung
menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Perusshaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di
bidang jasa pcrildanan yang menvelenggarakan reklame untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi anggunganiiya,

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebag.-ai jasa
periklanan/ biro reklume diatur dengan Peraturan Bupati.

Paszal 11

Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam
bahasa Indonesia vang baik dan benar dengan menggunakan
hurul latin.

Papan nama, papan petunjuk, naskah reklame dapat memakai
bahasa asing vang harus ditulis, dibagian bawah bahasa
Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.

Rahasa asing vang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau

merk dagang vang merupakan cabang dan atau palen dari luar
negeri masih tetap dipakai.

Pasal 12

Penyelenggara reklame berkewajiban:

.

Menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama
biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame
sesuai dengan vang ditetapkan dan diatur dalam peraturan
yang herlaku;

Memelihara benda-benda dan alat-alat vang dipergunakan
untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera
setelah berakhimya izin atau setelah izin dicabvut dalam jangka
wakiu 3 X 24 jam;

Menanggung segala akibat vang disebabkan penyelenggaraan
reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 13

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame

vang bersifat komersial pada:

a. Gedung dan/arau halaman kantor Pemerintah
pusat/daerah;

b. Gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekalah dan
tempat-tempat ibadah;

c. Tempat-tcmpal lain yang dilctapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan yvang berlaku.
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{2y Untuk penyelenggaraan rcklame minumfm bcralkoholt haz.ia
dapat disclenggarakan di dalam tempat-tempat ff:rt[‘,‘ll U£ ::_fuai;
diizinkan menjual minUMAan bn:ralllml:ml dengan perse u_:__ :
Bupati berdasarikan rekomendasi tim teknis penempatan

reklame.

BAE VI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesalu
Pengendalian

Pasal 14

{1} Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan p-engﬁnd.ajian
herdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika  kota,
naskah reklame dan kelayakan konstruksi.

(2} Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).dilakukan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dhatur dengan Peraturan

Bupati.

Ragian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

{1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewwjiban
dalam penyelenggarasn reklame dilaktukan oleh Bupati melaius
Peigbat yang ditunjuk.

(2] Ketentuan lehih lanjut mengenai lala cara pengawasan
schagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Penertiban Rekiame

Pasal 16

{1} Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan

reldlame apabila:

a. Tanpa izin;

b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai
ketentuan vang berlak;.

. Tanpa tanda masa berlalu/tanda pelunasan pajak;

d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin
wang telah diberikan;

c. IDcrictakannya tidak scsuai pada titik reklame yang tclah
ditelapkan;

[, Tidak sesual lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
Tidalk terawat dengan bail.
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{2} Dalam hal nenyelenggaraan reklame tidak  memenun

{3)

&

(1

{2

Pa—

—

ketenfuan  schagaimana dimaksnd pada ayat I[la,‘ maka
penyelenggara reklame wajib membongkar 1'v:k'ia__mc msertia
bangunan reklame dalam batas wakin 3 x 24 jam sctelan
diberikan sanksi administratif yaitu pencabutan 1zin.

Nalam hai penyclenggara rexklanme membongkar sendir ba_.ngun
bangunan reklame, kesmananirva  mernjadi langgungjawab
penvelengara reklame dan harus diambil oleh penvelengara
rcilame.

Apabila ketentuan seperti  dimaksud  avat {2y, tdak
dilaksanakan maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Barite Selatan dengan ketentuan serria
hiava atas pemhongkaran reklme tersebut dibebankan kepada
per:lycienggw'a reklame dan hasil pembongkaran reklame
tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17
Pelaksanaan pencriiban  penyclenggaraan reklame  dalam
hentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat {4), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Barito Selatan.

Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame
diatur dengan Peraturan Bupati.

BARB VII
BANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1} huruf b, ¢, d, e, T dan g dikenakan sanksi administratil berupa :

o g

[

{2

Peringatan Lisan

Pencabutan iziti

BAR V11I
PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Feraiuran Doeran mi dilakolean oleh Penyvidik Pegawai Negeri
Zipil wvang ditetapkan sesual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas penyiditan, Tim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Menerima, mencar, mengumpulkan  dan  meneliti
keieranpgan ataw laporan berkenaan dengan findakan
pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan
atou laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; -
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b. Meneliti, mencar qan mengumplilkan keterangan MEngenas
pevcienggaaan reklame  tenianyg kr:beradalan perbuatan
vang dilakukan schubungan dengan tindak pidana;

o Meminta keierangan dan bahan bukti dari penyvelenggars
rekiame sehubungan dengan tindak pidana: _

d. Menyuruh berhent dan/atan  sesecrang meninpgalikan

ruangan atau tempaf pada saal pemeriksaan  sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
vang dibawa;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya,

f Meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan,

Menghentikan penyidikan; dan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

4+

o g

{3) Dalam mciaksanakan tugasnya, nm tdak berwenang
melakukan  penangkepan, penahanan  dan /  atau
pengeeledaharn.

(4] Tim mcmbuat berila acara setiap tindakan tentang:
Pemerilksaan;

Pemeriksaan surat;

Penvegelan objck;

Penyitaan benda;

Pemeriksaan saksi;

Pemeriksaan tempat kejadian; dan

Mcngirimkan berkas kepada penuntut umum mclalui
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

@ ae

BAR IX
HETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1} Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 avat (1} dan Pasal 16
ayai {1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling iama
6 [epnam) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00
flima puluh juta rupiah).

{2} Tindalk mdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupdkan pelanggaran.

BAR X
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah inl mulai berlaku, muaka scluap izin
vang telah dikeliarkan berlaku sampai dengan habis masa beriaku
izin rekiame dan  sclanjutnya  harus menyesuaikan  dengen
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah inl.



BARB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturun Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupalen Barito Selatan.

Ditetapkan d Buntok
Pada-tanggal 14 Desember 2015

b

T

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 144%csember 2615

§ BARITO SELATAN,
A
. r

e

Ty

- EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KARBUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
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PEN.JELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
1ZIN REKLAME

I UMUM

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerinlahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Barito Sclatan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai  kewenangan untuk mengatur dan
meningkatkan pelayanan, ketertiban, pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang
perizinan rckiame kepada masyarakat.

Bahwa dalam upava lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan
kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan rcklame
di dalam dan di luar ruang vang sesuai dengan estetika serasi dengan lingkungan dan
perkcmbangan kota saat ini serta memilili fungsi sosial bagi masyarakat dan untuk
memberikan landasan dan kepastian hukum penataan terhadap rcklame, perlu
mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan izin reklaume;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menyesuaikan
perkcimbangan yang ada tentang Izin Reklame dimaksud, perlu diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jclas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat {2)

Cukup jelas.
Ayat {3)

Culcup jelas.
Ayal {4)

Cukup jelas.
Ayat (D)

Cukup jelas.
Ayal (B)

Cukup jelas.

Pusal 3
Ayar (1)
Izin tertulis adalah merupakan izin penyclenggaraan reklame diwilayah daerah
vang harus dimilik terlebih dohulu sebelham reklame diselenggarakan.
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Ayat {2)

Yang dimaksud persyaratan
schagaimana diatur ¢

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat {4)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Culkup jelas.
Ayat [2)

Cukup jclas.
Aval {3}

Cukup jclas.
Ayat (4}

Cukup jclas.

Paszal &
Avat {1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cubup jelas.

Pasal 6
Avat {1)
Cukup jelas.
Aval {2)
Cukup jelas.
Avat {3)
Culkup jelas.

Pasal 7
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal &
Ayat (1)

Cukup jelas.

Aval {2}
Cukup jelas
Avat [3)

Culkup jelas.

Avat |4)

Cukup jelas.

Ayar (5)

Culaup jelas.

Ayal (O]
Cukup jelas

administrasi adalah persyaralan

lalam kelcntuan izin reklame dalam Peraturan Daerah ini.
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Avat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas.

Avat (9)

Cukup jelas.

Avat {10)

Cukup jelas.

Pasal 9
Aval (1)
Culcup jelas
Ayar (2)
Cukup jclas

Pasal 10

Ayal (1)

Culup jelas
Aval {2)

Culcap jelas
Ayat {3)

Cukup jelas
Ayal (4)

Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1}
Cukup jclas
Avat (2)
Culrup jelas
Ayat {3}
Culkup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Fasal 13
Avat (1
Cukup jelas
Avart [2)
Cukup jclas

Pasal 14
Avatr (1)
Cukup jelas
Ayat [2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas



Pasal 16

Aval (1)
Culrap jelas

Avat (2]
Yang dimaksud pembongkaran reklame adalah pembongkaran keseluruhan
reklame bescrta bangunan  konstruksinya  hingga gsampai pondasi dan
mengembalikan kondisi fisik rcklame dan lokasi sekitarnya seperti semula
apabila Jokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh
pemerintah daerah.

Avat {3)
Cukup jelas.

Ayat ()
Cukup jelas.

Pusal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Culoup jelas.

Pasal 19

Ayat {1}

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jclas
Avat (3]

Cukup jelas.
Ayat (4)

Culkuip jelas.

Pasal 20
Aval (1]
Culkup jelas
Ayat (2)
Cukup jclas

Pasal 21
‘ubuap ielas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR
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